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Abstrak 
 

Tata ruang yang efektif dan efisien sangat penting, karena untuk terpenuhinya fungsi 
ekologis dan fungsi tambahan serta fungsi sosial budaya, ekonomi dan estetika. 
Namun, adanya perbedaan kebijakan agraria tata ruang antara peraturan yang 
dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN dan Peraturan Tata Ruang yang dikeluarkan 
Kota Padang, khususnya penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) perlu 
mendapatkan perhatian serius. Hal ini untuk melancarkan perencanaan pembangunan 
baik pusat ataupun daerah, maka diperlukannya kebijakan yang sejalan antara pusat 
dan daerah, sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat berjalan 
tanpa hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perubahan 
kebijakan LSD terhadap rencana RTRW Kota Padang dan menganalisis bagaimana 
penerbitan Kebijakan LSD melalui surat Keterangan Rencana Kota (KRK). Pendekatan 
yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen dan observasi. 
Informan penelitian meliputi Dinas PUPR Kota Padang, Dinas Pertanian Kota Padang 
dan Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan teori 
perubahan kebijakan Anderson, yaitu: melakukan perubahan kecil pada kebijakan, 
dengan kata lain perubahan hanya sebagian, tidak seluruhnya atau hanya 
menjalankan beberapa bagian saja. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa 
adanya negosiasi perubahan kebijakan LSD Kementerian ATR/BPN untuk LSD Kota 
Padang. Negosiasi kebijakan ini dilakukan melalui verifikasi, survei dan pengumpulan 
bukti lainnya yang dapat merubah luasan LSD di lapangan. Proses tersebut berjalan 
selama 3 tahun, dimulai dari awal tahun 2021 hingga oktober 2022 dan pada April 
2023 ditetapkan LSD sesuai dengan RDTR Kota Padang. Selanjutnya penerbitan 
kebijakan LSD melalui surat KRK dilakukan dengan cara memverifikasi lahan-lahan 
yang memiliki surat KRK, kemudian lahan tersebut dikeluarkan dari LSD yang akan 
diterbitkan. 
 
Kata kunci: Kebijakan LSD, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Kota Padang, RDTR, 
RTRW 
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Abstract 
 

Effective and efficient spatial planning is essential because it fulfills ecological and 
additional functions as well as socio-cultural, economic, and aesthetic functions. 
However, the difference in agricultural spatial policies between the regulations issued 
by the Ministry of ATR/BPN and the Spatial Regulation issued by the City of Padang, 
especially the determination of Protected Rice Fields (LSD) needs serious attention. 
This is to launch development planning both at the central and regional levels, it is 
necessary to have policies that are in line between the central and regional levels so 
that the development plans that have been set can run without obstacles. This 
research aims to describe the process of LSD policy changes to the Padang City 
RTRW plan and analyze how the issuance of LSD Policy through the City Plan 
Certificate (KRK). The approach used is a qualitative approach with descriptive 
methods. Data collection techniques were conducted through interviews, document 
studies, and observations. Research informants include the PUPR Office of Padang 
City, the Padang City Agriculture Office, and the Regional Office of ATR / BPN of West 
Sumatra Province. This research uses Anderson's theory of policy change, namely: 
making small changes to the policy, in other words, changes only partially, not entirely 
or only carrying out some parts. The results showed that there was a negotiated 
change in the Ministry of ATR / BPN's LSD policy for LSD Padang City. This policy 
negotiation was carried out through verification, surveys, and other evidence collection 
that could change the LSD area in the field. The process ran for 3 years, starting from 
the beginning of 2021 until October 2022 and in April 2023 the LSD was determined by 
the RDTR of Padang City. Furthermore, the issuance of LSD policies through KRK 
letters is carried out by verifying the lands that have KRK letters, then the land is 
excluded from the LSD to be issued. 
 
Keywords : LSD Policy, Ministry of ATR/BPN, Padang City Government, RDTR, 
RTRW 
 
PENDAHULUAN 

Tata ruang merupakan struktur dan pola ruang pada suatu wilayah yang 
terbatas (Friedmann, 1987). Keterbatasan wilayah ini mendorong pentingnya 
perencanaan tata ruang yang efektif dan efisien. Hal ini juga dikarenakan jumlah lahan 
yang tidak bisa bertambah. Dalam perencanaan tata ruang selain kebutuhan 
pembangunan kota, sosial-budaya dan ekonomi, juga dibuat untuk ketahanan pangan 
daerah. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi hanya dengan 25% lahan di Kota Padang 
yang efektif perkotaan, sementara itu 75% lahan merupakan kawasan lindung (Selfia 
Nofitri, 2021). Faktanya penyempitan lahan di Kota Padang meningkat dari tahun ke 
tahun, hal ini dibuktikan dengan peningkatan penggunaan lahan untuk pembangunan 
kota, industri, perumahan, ketahanan pangan dan kebutuhan lainnya.  
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Sementara itu, penetapan lahan untuk kebutuhan ketahanan pangan daerah 
dicapai melalui kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang ditetapkan dalam 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 
Namun, dalam penetapan kebijakan LSD ini antara pemerintah Kota Padang dengan 
Kementerian ATR/BPN terdapat perbedaan jumlah yang signifikan. Pemerintah Kota 
Padang menetapkan jumlah LSD pada awalnya sebanyak 2.700 Ha dalam RTRW dan 
berkurang menjadi 2.404,75 Ha pada RDTR Kota Padang yang ditetapkan. Sementara 
itu, jumlah LSD yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN melalui SK Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-
HK.02.01/XII/2021 sebanyak 4.960,79 Ha.  

Berdasarkan penetapan LSD dari kedua pihak tersebut terdapat perbedaan 
sebanyak lebih kurang 2.500 Ha. Hal ini berimplikasi terhadap tujuan ketahanan 
pangan nasional yang ingin dicapai oleh Kementerian ATR/BPN, namun di sisi lain 
rencana pembangunan Kota Padang dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan. Oleh 
karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji proses perubahan yang terjadi pada 
kebijakan LSD yang diimplementasikan di Kota Padang dengan judul “Analisis 
Perubahan Kebijakan LSD Melalui Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) 
Oleh Dinas PUPR Kota Padang”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi dalam kajian perubahan kebijakan pemerintah.  

 
METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi 
dokumen dan observasi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Dinas Pertanian Kota Padang dan Kanwil 
ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi 
data yaitu gabungan atau kombinasi yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang 
terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda (Susanto, 2023). Analisis data 
dilakukan melalui tiga tahap (Miles dan Huberman) yaitu Data Reduction, Data Display 
dan Conclusion Drawing/Verification (Nasution, 2023). 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Kebijakan LSD merupakan kebijakan yang diperlukan untuk melindungi sawah. 
Hal ini sesuai dengan pendapat informan dari Dinas PUPR Kota Padang Ibu Marlina 
Wirmas S.T yang menjabat sebagai Analis Tata Ruang pada 4 Maret 2024, 
mengatakan: “.... pertumbuhan penduduk meningkat dari tahun ke tahun sementara 
jumlah sawah di Indonesia berkurang dari tahun ke tahun. Maka diterapkan LSD 
supaya lahan sawah itu tidak bisa dialihfungsikan”. Kemudian dari Dinas Pertanian 
Kota Padang Ibu Ir. Helmiar Has yang menjabat sebagai Kabid Prasarana dan Sarana 
Pertanian pada Selasa, 14 Mei 2024, menyebutkan: “Keputusan tentang kebijakan 
LSD ini sangat dibutuhkan, karena jika tidak ada kebijakan LSD akhirnya lahan sawah 
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akan habis untuk berbagai kebutuhan”.  Dari pernyataan kedua infoman tersebut dapat 
disimpulkan bahwa kebijakan LSD ini penting untuk melindungi lahan sawah saat ini. 
 Kebijakan LSD yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang dan Kementerian 
ATR/BPN dilakukan dengan sinkronisasi data yang kurang baik. Hal ini sesuai dengan 
yang dikatakan oleh informan dari Dinas PUPR Kota Padang, Ibu Marlina Wirmas S.T, 
yang menjabat sebagai Analis Tata Ruang, pada 4 Maret 2024 mengungkapkan: “saat 
mereka memprosesnya belum terlalu banyak koordinasi dengan daerah, hingga ketika 
ini ditetapkan di daerah tidak dapat mengakomodasinya. Jadi pelibatan dengan daerah 
memang kurang”. Kemudian informan dari Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat, 
Bapak Iqbal Arrahman yang menjabat sebagai Analis Pertanahan mengutarakan: 
“Misalnya Yogi punya lahan, ternyata sejak awal itu bukan sawah, tapi itu masuk LSD, 
nah itu bisa memberikan masukan ke Kementerian dengan mengajukan permohonan 
perubahan penggunaan tanah. Jadi maksudnya, si kebijakan LSD ini bisa berubah 
sambil jalan, karena dia belum final sifatnya, ...”. Berdasarkan pendapat yang telah 
dipaparkan oleh kedua informan, walaupun dalam proses pembuatannya dengan 
sinkronisasi yang kurang baik, LSD Kementerian ATR/BPN masih dapat berubah 
selama implementasinya karena sifatnya belum final. 
 Kemudian proses perubahan kebijakan LSD Kementerian ATR/BPN seperti 
yang disampaikan oleh informan Dinas PUPR Kota Padang, Ibu Marlina Wirmas S.T 
yang menjabat sebagai Analis Tata Ruang pada 5 Juli 2024 mengutarakan: “yang 
dikerjakan sama PUPR itu melakukan verifikasi baik secara langsung ke lapangan 
melakukan survei, mengumpulkan foto-foto dan juga bukti bukti bahwa LSD yang 
ditetapkan sama kementerian Dirjen ATR/BPN ini ada yang keliru dan sebaiknya 
direvisi untuk mengikuti RDTR. Dalam hal verifikasi untuk merevisi luasan LSD ini dan 
pada Oktober 2022 sudah, satu setengah tahun dari 2021 sampai Oktober 2022 itu 
akhirnya sudah diterbitan berita acara untuk verifikasi luasan LSD yang sesuai dengan 
keadaan di lapangan. Tahun 2022 berita acaranya, maka pas April 2023 baru di RDTR 
kita sudah ditetapkan dengan mengacu pada berita acara verifikasi luasan LSD yang 
telah diperbaiki”. Sesuai dengan yang telah disampaikan infoman, bahwa proses 
perubahan terjadi selama kurang lebih 3 tahun dengan melalui proses verifikasi, survei, 
pengumpulan foto dan bukti lainnya yang dapat berpengaruh mengubah luasan LSD 
pada kebijakan LSD yang akan diimplementasikan. 
 Kebijakan LSD merupakan implementasi dari kebijakan UU Nomor 41 tahun 
2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diturunkan pada 
kebijakan di bawahnya. Kota Padang sendiri memasukan kebijakan LSD pada 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2019 dan Rencana Detail Tata Ruang 
(RDTR) pada tahun 2021. Namun pada tahun yang sama yaitu tahun 2021 Kementrian 
ATR/BPN mengeluarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang penetapan LSD di 
beberapa kota pada provinsi yang berbeda-beda dan Kota Padang termasuk di dalam 
SK tersebut. Dalam keputusan Kementerian ATR/BPN tersebut mengharuskan Kota 
Padang menyediakan LSD sebanyak 4.960,79 Ha. Sementara itu, Kota Padang 
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menetapkan LSD pada RTRW sebanyak 2.700 Ha kemudian berkurang menjadi 
2.404,75 Ha pada RDTR Kota Padang. Menanggapi hal ini Dinas PUPR Kota Padang 
melakukan negosiasi dengan Kementerian ATR/BPN. Negosiasi ini menjadi awal 
proses perubahan kebijakan LSD yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN yang 
mulai dilakukan pada tahun 2021 hingga April 2023. Berdasarkan jangka waktu proses 
perubahan kebijakan di atas dapat digambarkan melalui gambar 1. 
 

 
   Gambar 1. Timeline Perubahan Kebijakan LSD 

Sumber: Diolah dari hasil Observasi, 2024 
 Berdasarkan timeline dari gambar 1. dapat disimpulkan bahwa proses 

perubahan kebijakan LSD terjadi selama 3 tahun. Dimulai pada tahun 2021 dengan 
negosiasi oleh Dinas PUPR Kota Padang, yang dilakukan dengan cara verifikasi 
lapangan, survei, pengumpulan foto-foto dan bukti lainnya yang dapat mendorong 
perubahan kebijakan LSD berdasarkan SK Kementerian ATR/BPN. Proses ini 
berlangsung hingga Oktober 2022. Kemudian pada April 2023 ditetapkan LSD Kota 
Padang untuk mengikuti LSD yang telah ditetapkan dalam RDTR Kota Padang. Selain 
negosiasi yang telah dijelaskan, terdapat beberapa faktor lain yang mendorong 
perubahan LSD, diantaranya: 
   Tabel 1. Perubahan Kebijakan LSD Kementerian ATR/BPN 

No Aspek LSD Kementerian yang 
lama 

LSD Kementerian yang 
baru 

1. Ekonomi Fokus pada kebutuhan 
primer yaitu ketahanan 
pangan/ pertanian. 

Fokus pada kebutuhan 
sekunder dan tersier, 
yaitu pendidikan dan 
perdagangan. 

2. Jumlah 
LSD (Ha) 

4.960,79  2.404,75  

Sumber: (Olahan Peneliti, 2024) 
 Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa proses perubahan 
kebijakan LSD Kementerian ATR/BPN terhadap RTRW dan RDTR Kota Padang terjadi 
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selama 3 tahun, dari tahun 2021 hingga 2023. Perubahan tersebut memiliki berbagai 
faktor pendorong yang berasal dari Kota Padang sendiri ataupun dari Kementerian 
ATR/BPN. Selanjutnya penerbitan LSD yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Padang 
melalui surat Keterangan Rencana Kota (KRK) dilakukan dengan cara memverifikasi 
lahan-lahan yang telah memiliki KRK, setelah itu lahan tersebut akan dikeluarkan dari 
LSD yang akan diterbitkan. Hal ini juga mempengaruhi penetapan LSD di Kota Padang 
dan juga menjadi salah satu faktor pendorong perubahan kebijakan penetapan LSD 
Kementerian ATR/BPN terhadap Kota Padang. 
 Berdasarkan seluruh pemaparan diatas benar adanya perubahan kebijakan 
LSD Kementerian ATR/BPN. Perubahan yang terjadi sesuai dengan teori perubahan 
kebijakan Anderson yaitu perubahan yang hanya sebagian, tidak seluruhnya atau 
hanya menjalankan beberapa bagian saja. Perubahan tersebut sesuai dengan 
pemaparan sebelumnya yakni mengikuti RDTR Kota Padang, dengan kata lain 
perubahan yang terjadi adalah jumlah LSD yang harus disediakan oleh Kota Padang. 
 
SIMPULAN 

 Proses perubahan LSD Kementerian ATR/BPN terhadap RTRW dan RDTR 
Kota Padang terjadi selama 3 tahun. Proses tersebut diawali dengan negosiasi yang 
dilakukan selama 1 setengah tahun. Negosiasi tersebut dilakukan dengan verifikasi, 
survei, mengumpulkan foto dan bukti-bukti pendukung yang akan mendorong 
perubahan LSD yang ditetapkan Kementerian ATR/BPN. Selain itu, juga terdapat 
berbagai faktor yang mendorong perubahan kebijakan LSD Kementerian ATR/BPN 
yaitu: 1) Orientasi perekonomian Kota Padang; 2) Kondisi lahan Kota Padang; 3) 
Koordinasi dan verifikasi data lahan Kota Padang. Akhirnya pada tahun 2023 
ditetapkan bahwa kebijakan LSD Kementerian ATR/BPN mengikuti RDTR Kota 
Padang. Hal ini membuktikan bahwa perubahan terjadi sesuai dengan teori perubahan 
Anderson (Winarno dalam Frisda Anintya, 2021) yaitu melakukan perubahan kecil 
pada kebijakan, dengan kata lain perubahan hanya sebagian, tidak seluruhnya atau 
hanya menjalankan beberapa bagian saja. Kemudian dalam penerbitan LSD melalui 
surat KRK dilakukan dengan memverifikasi lahan yang memiliki KRK dan lahan 
tersebut dikeluarkan dari LSD Kota Padang yang akan diterbitkan. 
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